TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Jakarta, 2 Agustus 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Perhitungan Suara Atas Tindak Lanjut Dari Pemungutan Suara Ulang Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Pengisian Keanggotaan
DPRD Kabupaten Gorontalo Sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten
Gorontalo 2 (dua).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:
1. Nama : AWALUDIN PAUWENI
NIK : 7501030603610001
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bulalo, Desa lluta, Kec. Limboto Batudaa
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan

Kab. Gorontalo

Pekerjaan . Anggota DPRD Kab/Kota
2. Nama : JAYUSDI RIFAI
NIK : 7501011204830001

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal . Lingkungan 1V, Kel. Hutuo, Kec. Limboto
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Jabatan . Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Kab. Gorontalo
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota

Dalam Kedudukannya masing-masing Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Sekretaris
Dewan Pimpinan Cabang , bertindak untuk dan atas nama DPC Partai Persatuan
Pembangunan Kabupaten Gorontalo (PPP), sebagai Peserta Pemilihan Umum untuk
pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2024, DPC Partai Persatuan
Pembangunan yang beralamat di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto,
Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Hal. 1

vt 02 fqustus 2097
Jam 2223 WIB




1) RIO POTALE, S.H.

2) FEBRIYAN POTALE, S.H.

3) MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H

4) TRISANDI NOOR, S.H.
Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Potale&Partner’s
Profesional Lawfirm yang beralamatkan di Komplek Kantor Bupati, Kelurahan Kayubulan,
Kabupaten Gorontalo, 082349978878, 082191699101, email mr.potale@gmail.com,

febryan.potale@gmail.com, trisandi.noor@gmail.com., bertindak baik sendiri-sendiri atau

Bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----------=-=-=-m-mmemmmmo e Pemohon;
terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, yang beralamat di jalan Katili
Dulanimo, Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai...........cccoooviiiiii Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi
perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Gorontalo
pada daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 (dua) Terkait dengan Permohonan
Pembatalan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Atas Tindak
Lanjut Dari Pemungutan Suara Ulang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota. Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo
Sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 (dua).sebagai berikut:

. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan
penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional,
peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan
penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah
Konstitusi;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut
PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan
KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD
secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya
calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
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e.

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Rekapitulasi
Perhitungan Suara Atas Tindak Lanjut Dari Pemungutan Suara Ulang Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Pengisian Keanggotaan
DPRD Kabupaten Gorontalo Sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten
Gorontalo 2 (dua). [Bukti P -1];

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

IIl. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ UU MK, Pemohon adalah partai politik
peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf ¢ UU
MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum
yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi
perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c
PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai
politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil 2 (dua) Kabupaten
Gorontalo;

Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 berdasarkan Berita
Acara Nomor : 383/PL.01.4-BA/7501/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024 [Bukti P-2];

Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut
(17) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022
tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik
Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan
dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (Bukti P-3);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a.
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Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan
Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara
hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU,;

. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo mengumumkan Berita Acara

dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara atas tindak lanjut dari pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo sepanjang daerah pemilihan
Kabupaten Gorontalo 2 pada Hari Selasa Bulan Juni Tahun 2024;

. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD

terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara atas tindak lanjut dari pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo sepanjang daerah pemilihan
Kabupaten Gorontalo 2 oleh KPUD Kabupaten Gorontalo ke Mahkamah Konstitusi
pada hari Jumat tanggal 2 bulan Agustus Tahun 2024, pukul 21.20 WIB;

. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan

ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan.




IV. POKOK PERMOHONAN
Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo mengumumkan Berita Acara

dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara atas tindak lanjut dari pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo sepanjang daerah pemilihan
Kabupaten Gorontalo 2 pada Hari Selasa Bulan Juni Tahun 2024;

Bahwa terhadap Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara atas
tindak lanjut dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo
sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 Termohon di atas, Pemohon
mempermasalahkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara atas
tindak lanjut dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo
sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 karena KPU telah Keliru dan salah
dalam melakukan Proses Pemungutan dan Perhitungan suara.

Adapun rekapitulasi perhitungan suara pada Dapil Kabupaten Gorontalo 2 (dua) Calon
Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :
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Bahwa adapun dalil-dalil Pemohon terkait dengan penetapan hasil Pemilu Penetapan
Calon Anggota DPRD Terpilih untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara,
Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (dua) Kecamatan Ponelo Kepulauan dan
Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut :

A. Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS Il Desa Tuladenggi.

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan
pemugutan suara ulang di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru,

Hal. 7




Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya
bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, bukan hanya sekedar
melksanakan pencoblosan saja namun juga harus memperbaiki administratif.

3. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS Il Desa Tuladenggi
diikuti oleh partai peserta pemilu yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan
30 %.

4. Bahwa keterwakilan perempuan 30% sebagaimana putusan Mahkamah agung,
sehingganya atas putusan tersebut haruslah ditaati dan juga dipatuhi bukan
hanya partai peserta pemilu akan tetapi terlebih-lebih oleh penyelenggara
pemilu.

5. Bahwa oleh karena pelaksanaan pemungutan suara ulang diikuti oleh beberapa
partai peserta pemilu yang tidak memenuhi persyaratan keterwakilan
perempuan sebesar 30% sehingganya pelaksanaan pemungutan suara ulang
di TPS 2 Desa Tuladenggi haruslah dinyatakan tidak sah

V. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1.
2.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara atas
tindak lanjut dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo
sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Gorontalo 2;

Memerintahkan  kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk
mendiskualifikasi partai peserta pemilu yang tidak memenuhi keterwakilan
perempuan 30% ;

Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk menetapkan
perolehan suara hasil Pemungutan Suara ulang sebagaimana angka 3 diatas tanpa
perlu melaporkan kepada Mahkamabh;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon

RIO POTALE, S.H. FEBRIYAN POTALE, S.H
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Hal. 9

WICY

MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H.

TRISANDI NOOR, S.H.




